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5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis

menyimpulkan bahwa :

1.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun
2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih menjadi landasan normatif
dalam pembinaan etika penyelenggara negara, dan masih berlaku di negara
Indonesia sebagai sumber hukum formal sampai pada pengaturan
sepenuhnya ada dalam Undang-Undang.

Aturan mengenai Imparsialitas Presiden dalam Pemilihan Umum di
Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa bentuk Imparsialitas atau
Netralitas presiden dalam pemilu yaitu dengan mengambil cuti diluar
tanggung jawab sebagai kepala negara dan tidak menggunakan fasilitas
negara dalam berkampanye kecuali fasilitas pengamanan yang tertera dalam
pasal 281 pada Undang-Undang Pemilihan Umum.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk mayoritas beragama
Islam telah mengadopsi prinsip-prinsip figh siyasah ke dalam tata hukum
nasional melalui mekanisme yang konstitusional dan bersifat inklusif, tanpa
menegasikan keberagaman maupun asas kedaulatan rakyat. Penerapan
tersebut tampak pada keberadaan lembaga dan peraturan bernuansa syariah
yang tetap berada dalam kerangka Undang-Undang Dasar serta menjamin
hak seluruh warga negara secara setara. Dalam perspektif siyasah dusturiyah,
imparsialitas diposisikan sebagai asas pokok yang menegaskan bahwa

kekuasaan merupakan amanah yang wajib dijalankan secara adil, objektif,



dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, aktualisasi
nilai-nilai syariat dalam penyelenggaraan negara tidak dipahami sebagai
bentuk hegemoni normatif, melainkan sebagai fondasi moral untuk
menegakkan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum dalam sistem

demokrasi konstitusional Indonesia.

5.2 Saran

Imparsialitas atau Netralitas Presiden dalam Pemilihan Umum, seharusnya
selalu dikedepankan agar janji kemakmuran dan kesejahteraan yang di
harapankan kepada masyarakat diberikan dengan baik oleh kepala negara dan
pejabat negara lainnya, yang merupakan bentuk dari mengurusi sebuah negara.
Sehingga untuk pemenuhan dan kejelasan tersebut membutuhkan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan
Pengadaan aturan terhadap aturan imparsialitas atau netralitas presiden dalam
berkampanye serta sebagai kepala negara semestinya tidak mengedepankan
kepentingan pribadi diatas kepentingan negara yang ada dalam Ketetapan MPR
Nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan Berbangsa dan bernegara.
Indonesia sebagai negara hukum, tentunya segala sesuatu tindakan oleh pihak-
pihak yang menjalankan sistem dalam negara harus berdasarkan hukum, baik itu

peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.
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